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Nomor :  1454/DJU/TI1.1/VI/2024          Jakarta, 12 Juni 2024 

Sifat : - 

Lampiran :  1 (Satu) Lembar 

Hal        : Evaluasi Penerapan Aplikasi E-Berpadu 

  
 

 

Yth.  Ketua Pengadilan Negeri 

Di 

 Seluruh Indonesia 

 

 

Sehubungan dengan pelaksanaan e-berpadu di seluruh pengadilan, dengan ini 

diminta kepada seluruh Pengadilan Negeri untuk mengisi data administrasi perkara 

pidana sebagaimana tabel terlampir dengan rentang waktu antara Mei 2023 sampai 

dengan Mei 2024. Pengisian data tersebut selambat-lambatnya kami terima tanggal 19 

Juni 2024 tanpa harus mengirimkan surat manual. 

 

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. YM Ketua Kamar Pembinaan; 
2. YM Hakim Agung Bpk. Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D.  
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LAMPIRAN 
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 
Nomor     : 1454/DJU/TI1.1/VI/2024 
Tanggal   : 12 Juni 2024 

 

 

DAFTAR TABEL PENERAPAN APLIKASI E-BERPADU 

BULAN MEI 2023 SAMPAI DENGAN MEI 2024 

 

No. Jenis Layanan Jumlah layanan 

melalui e-berpadu 

Jumlah layanan 

secara manual 

1.  Pelimpahan Berkas Pidana    

2.  Penetapan Izin atau Persetujuan 

Penggeledahan 

  

3.  Penetapan Izin atau Persetujuan Penyitaan   

4.  Perpanjangan Penahanan   

5.  Penangguhan Penahanan   

6.  Pembantaran Penahanan   

7.  Permohonan Penetapan Diversi   

8.  Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti   

9.  Izin Besuk Tahanan   

10.  Pendaftaran Praperadilan   

11.  Izin Keluar Tahanan   

12.  Pengalihan Penahanan   

13.  Penangguhan Penahanan   
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